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I. Penjelasan Umum
Laporan ini hanya berlaku untuk Bank Umum (baik konvensional maupun syariah). Detail teknis mengenai tata cara pengisian laporan tunduk pada petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Dalam hal terdapat penyesuaian referensi yang belum tercakup dalam format pada lampiran ini, maka akan disampaikan dalam surat kepada Pelapor dan diumumkan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. 

II. Formulir Penyaluran Kredit/pembiayaan Berdasarkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)
Formulir ini berisi rincian penyaluran kredit/pembiayaan terhadap aktivitas yang masuk ke dalam cakupan TKBI (TKBI Eligible).

1. Nomor Rekening
Bagian ini memuat informasi mengenai nomor rekening dengan ketentuan:
a. Nomor rekening harus unik, yaitu 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
b. Nomor rekening tidak boleh berubah selama fasilitas tersebut tercatat.
c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh satu fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lainnya (no reuse/no recycle).
d. Apabila nomor rekening mengandung karakter selain alphabet dan angka, maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

2. Nama Debitur
Bagian ini memuat informasi mengenai nama debitur berdasarkan ID Debiturnya.

3. ID Debitur
Bagian ini memuat informasi mengenai nomor unik dari debitur penerima kredit/pembiayaan.

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Bagian ini memuat informasi mengenai NPWP dengan ketentuan:
a. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal dan/atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
b. Istri yang tidak memiliki NPWP sendiri, pelaporannya dapat menggunakan NPWP suami jika tidak terdapat pemisahan harta. Sebaliknya, suami yang tidak memiliki NPWP tidak diperkenankan menggunakan NPWP istri.
c. Kewajiban pelaporan NPWP Debitur perseorangan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pemilikan NPWP bagi wajib pajak.
d. Jika NPWP mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

5. Jenis Kredit/pembiayaan 
Bagian ini memuat informasi mengenai jenis kredit/pembiayaan yang mengacu pada daftar jenis kredit atau pembiayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

6. Tanggal Mulai
Bagian ini memuat informasi mengenai tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya fasilitas kredit/pembiayaan sesuai perpanjangan terakhir, dengan ketentuan:
a. Untuk kredit/pembiayaan baru atau kredit/pembiayaan yang tidak mengalami perubahan/adendum perjanjian kredit, maka bagian ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas kredit/pembiayaan  pertama kali.
b. Untuk pembiayaan sewa, maka bagian ini diisi dengan tanggal mulai kontrak sewa yang diperjanjikan.

7. Tanggal Jatuh Tempo
Bagian ini memuat informasi mengenai tanggal berakhirnya kredit/pembiayaan sesuai akad/perjanjian dengan ketentuan:
a. Untuk kredit yang telah jatuh tempo namun belum dihapus buku dan masih terkait dalam proses perpanjangan dan atau restrukturisasi kredit/pembiayaan, jangka waktu yang dilaporkan sesuai tanggal jatuh tempo pada akad terakhir. Selanjutnya jika sudah ditetapkan adanya perpanjangan jangka waktu atas kredit tersebut, maka jangka waktu kredit/pembiayaan tersebut diisi dengan jangka waktu perpanjangan kredit/pembiayaan yang baru.
b. Untuk jenis kredit/pembiayaan berupa “Tanpa Perjanjian”, maka bagian ini dapat dikosongkan.

8. Kategori Usaha
Bagian ini memuat informasi mengenai kategori usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

9. Kategori Portofolio
Kategori Portofolio dari kredit/pembiayaan yang diberikan pelapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

10. Skim Pembiayaan Syariah
Bagian ini memuat informasi mengenai jenis skim pembiayaan syariah yang digunakan oleh Pelapor, antara lain terdiri dari:
a. Piutang: Pembiayaan berdasarkan transaksi jual beli dan pinjam meminjam dengan menggunakan akad antara lain Murabahah, Salam, Istishna, dan Qardh.
b. Pembiayaan Bagi Hasil: Pembiayaan berdasarkan transaksi berbagi hasil dengan menggunakan akad antara lain Mudharabah dan Musyarakah.
c. Pembiayaan Sewa: Pembiayaan berdasarkan transaksi sewa menyewa dengan menggunakan akad antara lain Ijarah.

11. Jenis Akad
Bagian ini memuat informasi mengenai jenis akad atas pembiayaan/sewa-menyewa yang mengacu pada daftar akad kredit atau akad pembiayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

12. Metode Bagi Hasil
Bagian ini memuat informasi mengenai metode yang digunakan pada skim pembiayaan bagi hasil atas sumber dana yang diperoleh atau penempatan dana yang dilakukan oleh pelapor kepada nasabahnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Metode bagi hasil ini terdiri dari:
a. Muthlaqah: Akad yang dilakukan antara pemilik modal (sahibul maal) dengan pengelola (mudharib) dimana pemilik modal (sahibul maal) tidak membatasi tujuan penggunaan dana.
i. Profit Sharing: keuntungan yang didapat dari laba bersih (laba setelah dikurangi dengan biaya dan beban).
ii. Non-Profit Sharing: keuntungan yang didapat dari pendapatan (tanpa dikurangi dengan biaya dan beban).
b. Muqayyadah: akad yang dilakukan antara pemilik modal (sahibul maal) dengan pengelola (mudharib) dimana pemilik modal (sahibul maal) membatasi tujuan penggunaan dana.
i. Profit Sharing: keuntungan yang didapat dari laba bersih (laba setelah dikurangi dengan biaya dan beban).
ii. Non-Profit Sharing: keuntungan yang didapat dari pendapatan (tanpa dikurangi dengan biaya dan beban).

13. Persentase Nisbah
Bagian ini memuat informasi mengenai persentase keuntungan yang menjadi porsi pelapor sesuai dengan akad pembiayaan atau persentase keuntungan yang menjadi porsi nasabah sesuai dengan akad penghimpunan dana. 

14. Sifat Kredit/pembiayaan 
Bagian ini memuat informasi mengenai sifat kredit/pembiayaan yang mengacu pada daftar sifat kredit atau pembiayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

15. Jenis Penggunaan
Bagian ini memuat informasi mengenai jenis tujuan penggunaan kredit/pembiayaan yang mengacu pada Daftar Jenis Penggunaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

16. Orientasi Penggunaan
Bagian ini memuat informasi mengenai orientasi penggunaan atas kredit/pembiayaan yang mengacu pada daftar orientasi penggunaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Dalam hal Kredit/pembiayaan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang tidak dapat dipisahkan antara yang berorientasi ekspor, impor, atau lainnya (domestik), penggolongan Kredit/pembiayaan  tersebut dititikberatkan kepada orientasi penggunaan yang dominan (paling besar memperoleh fasilitas).

17. Jenis Valuta
Bagian ini memuat informasi mengenai jenis valuta yang tercantum dalam surat perjanjian/akad dari fasilitas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Pelapor. Jenis valuta ini mengacu pada daftar valuta sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

18. Kredit Program Pemerintah
Bagian ini memuat informasi mengenai jenis kredit/pembiayaan  khusus untuk pelaksanaan program pemerintah tertentu yang mengacu pada daftar kredit atau pembiayaan program pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi Keuangan.

19. Sektor Kredit Usaha Rakyat
Bagian ini memuat informasi mengenai jenis sektor apabila Kredit/pembiayaan yang diberikan termasuk ke dalam Kredit Program Pemerintah berupa Kredit Usaha Rakyat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai pelaksanaan kredit usaha rakyat, antara lain meliputi:
a. KUR kepada Sektor Pariwisata: Kredit Usaha Rakyat yang diberikan kepada sektor pariwisata sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Kredit Usaha Rakyat.
b. KUR untuk Usaha Garam: Kredit Usaha Rakyat yang diberikan kepada sektor pariwisata sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Kredit Usaha Rakyat.
c. KUR kepada Sektor Lainnya: Kredit Usaha Rakyat diluar sektor pariwisata dan usaha garam.

20. Sektor Ekonomi
Bagian ini memuat informasi mengenai sektor ekonomi bidang usaha yang diberikan fasilitas kredit/pembiayaan oleh pelapor serta mengacu pada Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam TKBI. Dalam hal Kredit/pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari 1 (satu) jenis aktivitas ekonomi yang tidak dapat dipisahkan, cara penggolongannya mengikuti ketentuan yang berlaku pada TKBI.

21. Klasifikasi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia
Bagian ini memuat informasi mengenai hasil klasifikasi berdasarkan TKBI atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Pelapor. Dalam hal Kredit/pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari 1 (satu) jenis aktivitas ekonomi yang tidak dapat dipisahkan, cara penilaian klasifikasinya mengikuti ketentuan yang berlaku pada TKBI.

22. Lokasi Penggunaan
Bagian ini memuat informasi mengenai daerah tempat penggunaan atau proyek yang dibiayai dari Kredit/pembiayaan untuk masing-masing sektor ekonomi dengan ketentuan antara lain:
a. kolom ini dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat Debitur jika jenis kredit atau pembiayaan adalah kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dan giro bersaldo debet, dan Buy Now Pay Later (BNPL);
b. lokasi penggunaan sewa pembiayaan Ijarah diisi dengan aset ijarah berada; dan
c. lokasi penggunaan kredit modal kerja seperti usaha pertambangan/perkebunan diisi dengan Lokasi pertambangan/perkebunan.
Informasi mengenai daerah tempat penggunaan atau proyek yang dibiayai berupa kabupaten atau kota yang mengacu pada Daftar Kabupaten atau Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi Keuangan.

23. Nilai Kontrak
Bagian ini memuat informasi mengenai nilai/nominal transaksi yang tercantum dalam kontrak antara Pelapor dengan pihak ketiga yang mendapatkan fasilitas Kredit/pembiayaan dari Pelapor. Untuk Pembiayaan Sewa, Nilai Kontrak diisi dengan jumlah maksimum dari nilai kontrak yang tercantum dalam akad perjanjian.

24. Suku Bunga/Persentase Imbalan pada Bulan Laporan
Bagian ini memuat informasi mengenai persentase suku bunga/imbalan efektif pada setiap periode laporan selama masa kontrak (dilaporkan sesuai besarnya realisasi imbalan yang diberikan pada bulan laporan). Untuk suku bunga/persentase imbalan yang berbeda-beda bagi satu rekening pada bulan pelaporan maka yang dilaporkan adalah suku bunga tertinggi.

25. Kualitas
Bagian ini memuat informasi mengenai kualitas kredit/pembiayaan yang mengacu pada Daftar Kualitas Kredit atau Pembiayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan kualitas kredit terburuk. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas kredit atau pembiayaan yang berlaku pada masing-masing jenis Pelapor.

26. Plafon
Bagian ini memuat informasi mengenai nominal plafon efektif dari kredit/pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah, dengan ketentuan: 
a. Untuk pembiayaan syariah dengan akad: 
i. jual beli, kolom ini diisi dengan harga jual (harga perolehan ditambah margin yang disepakati); 
ii. ijarah, kolom ini diisi dengan nilai kontrak; 
iii. multijasa, kolom ini diisi dengan harga jual (harga perolehan ditambah margin yang disepakati) atau diisi dengan nilai kontrak; 
iv. qardh, kolom ini diisi dengan nilai kontrak; dan 
v. bagi hasil, kolom ini diisi dengan nilai kontrak.
b. Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon menurun, kolom ini diisi dengan nominal plafon mengikuti penurunan plafon. 
c. Untuk beberapa fasilitas kredit atau pembiayaan yang plafonnya tergabung dalam satu plafon induk, bagian ini diisi dengan nominal plafon efektif per-fasilitas.
d. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan total plafon. Dalam hal tidak terdapat nilai plafon, dapat diisi dengan nilai “Baki Debet”.
e. Kredit Investasi yang penarikannya dilakukan secara bertahap, dilaporkan jumlah plafon yang telah ditetapkan untuk masing-masing tahapan secara kumulatif.
f. Dalam hal terjadi penarikan melampaui plafon pada tahapan yang bersangkutan, maka jumlah plafon yang dilaporkan pada tahapan tersebut adalah jumlah plafon secara kumulatif sampai dengan tahapan berikutnya sehingga saldo debetnya tidak terjadi cerukan.
g. Kredit dengan aksep dan atau surat berharga lainnya yang disertai NPA, plafon diisi dengan nilai nominal aksep dan/atau surat berharga yang bersangkutan.
h. Kredit dalam rangka anjak piutang, plafon diisi dengan nilai nominal surat berharga atau plafon kredit yang diambil alih.
i. Kredit kepada pegawai, plafon diisi sebesar baki debet terakhir
j. Kredit yang tanpa perjanjian, plafon diisi dengan angka 0.
k. Kredit yang Jatuh Tempo tetapi belum dilakukan perpanjangan kredit atau kredit yang Non-performing, plafon diisi sesuai dengan yang tercantum pada akad kredit yang terakhir.
l. Untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, nilai plafon setara dengan nilai kontrak yaitu nilai/nominal transaksi yang tercantum dalam kontrak antara bank dengan bank lain atau pihak ketiga bukan bank.

27. Baki Debet
Bagian ini memuat informasi mengenai nominal baki debet dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah, dengan ketentuan:
a. Tunggakan bunga dan denda tidak termasuk dalam bagian ini. 
b. Untuk pembiayaan syariah dengan akad:
i. jual beli, kolom ini diisi dengan nominal;
ii. ijarah, kolom ini diisi dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dikurangi CKPN ditambah tunggakan pokok atau diisi dengan “0” (nol) jika tidak terdapat tunggakan pokok;
iii. multijasa, kolom ini diisi dengan nominal atau diisi dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dikurangi CKPN ditambah tunggakan pokok;
iv. qardh, kolom ini diisi dengan jumlah bulan laporan; dan
v. bagi hasil, kolom ini diisi dengan jumlah bulan laporan.
c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, bagian ini diisi dengan total baki debet.

28. Realisasi/Pencairan Bulan Berjalan
Bagian ini memuat informasi mengenai nominal realisasi/pencairan Kredit/pembiayaan yang dilakukan pada bulan data yang dilaporkan dengan satuan penuh mata uang Rupiah, dengan ketentuan:
a. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan total realisasi atau pencairan bulan berjalan.
b. Jika pada bulan data yang dilaporkan tidak terjadi realisasi kredit atau pembiayaan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).

29. Pendapatan Bunga/Imbalan yang Akan Diterima
Bagian ini memuat informasi mengenai tagihan pendapatan bunga/imbalan atau sewa atas penanaman aset produktif Pelapor kepada nasabah yang tergolong Lancar atau Dalam Perhatian Khusus sesuai ketentuan mengenai kualitas aset bank umum, namun hingga saat pelaporan belum diterima pembayarannya.

30. Jumlah
Bagian ini memuat informasi mengenai nilai tercatat pos informasi sesuai standar akuntansi keuangan. Nilai tercatat bergantung pada jenis informasi. Adapun nilai tercatat sesuai standar akuntansi keuangan antara lain terdiri dari:
a. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan (diterima) atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan (diterima) untuk memperoleh suatu aset (menerbitkan suatu kewajiban) pada saat perolehan.
b. Biaya Perolehan Diamortisasi adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif.
c. Nilai Wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu asset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar pos informasi “Aset Tetap dan Inventaris” serta “Properti Terbengkalai” antara lain mempertimbangkan factor peruntukan terbaik (highest and best use).
d. Nilai Realisasi Neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan (nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual). Pengukuran nilai realisasi neto pada umumnya digunakan untuk pos informasi persediaan dan menjadi perbandingan untuk pos informasi “Agunan Yang Diambil Alih”.

31. Nilai Agunan yang dapat diperhitungkan - Kredit
Bagian ini memuat informasi mengenai nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Nilai diisi maksimal sebesar sesuai dengan “Jumlah Bulan Laporan”

32. Nilai Agunan yang dapat diperhitungkan - Kelonggaran Tarik
Bagian ini memuat informasi mengenai nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Nilai agunan diisi maksimal sebesar nilai kelonggaran tarik. Nilai agunan dimaksud telah dikurangi dengan nilai agunan yang dapat diperhitungkan untuk Kredit/pembiayaan 

33. Total Emisi Debitur Cakupan 1 
Bagian ini memuat informasi mengenai satuan emisi (Ton CO2e) cakupan scope 1 yang berasal dari berbagai sumber sesuai kualitas data emisi sebagaimana Panduan Climate Risk Management & Scenario Analysis yang berlaku.

34. Total Emisi Debitur Cakupan 2 
Bagian ini memuat informasi mengenai satuan emisi (Ton CO2e)  cakupan scope 2 yang berasal dari berbagai sumber sesuai kualitas data emisi sebagaimana Panduan Climate Risk Management & Scenario Analysis yang berlaku.

35. Total Emisi Debitur Cakupan 3 
Bagian ini memuat informasi mengenai satuan emisi (Ton CO2e) cakupan scope 3 yang berasal dari berbagai sumber sesuai kualitas data emisi sebagaimana Panduan Climate Risk Management & Scenario Analysis yang berlaku.

36. Jumlah Pengurangan Emisi oleh Debitur 
Bagian ini memuat informasi mengenai satuan emisi (Ton CO2e) yang dihasilkan dari upaya pengurangan emisi karbon antara lain penanaman dan rehabilitasi hutan, partisipasi dalam perdagangan unit karbon (carbon offset), penggunaan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS), dan lain-lain.

37. Total Emisi Debitur 
Bagian ini memuat informasi mengenai Total Emisi Debitur (Ton CO2e) yang dihasilkan dari Total Emisi Debitur Scope 1, 2, dan 3 serta dikurangi dengan Jumlah Pengurangan Emisi oleh Debitur.

38. Kualitas Data Emisi Debitur
Bagian ini memuat informasi mengenai kualitas data emisi debitur sebagaimana diatur dalam Panduan Climate Risk Management & Scenario Analysis yang berlaku.

39. Total Emisi Pembiayaan Per Rekening/Fasilitas (Ton CO2e)
Bagian ini memuat informasi mengenai nilai secara proporsional yang didapat dengan menggunakan proksi total baki debet Kredit/pembiayaan terhadap total aset debitur dikali dengan total emisi debitur.

40. Verifikator Emisi Pembiayaan
Bagian ini memuat informasi mengenai digunakan atau tidaknya verifikator emisi oleh Pelapor dalam perhitungan emisi debitur.

III. Formulir Laporan Tematik Berdasarkan Sektor Usaha Potensial
(Formulir Ini Diusulkan Untuk Dikeluarkan Dari Struktur Pelaporan, Karena Dapat Digabungkan Dengan Formulir Pada Bagian Ii Dengan Penambahan Sektor Ekonomi Rumah Tangga Pada Tkbi) 
Formulir ini berisi nilai agregat atas penyaluran Kredit/pembiayaan terhadap beberapa sektor usaha potensial tertentu.

1. Sektor Usaha Potensial
Bagian ini memuat informasi mengenai sektor usaha potensial yang terdiri dari:
a. PLTS Atap sesuai dengan cakupan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai pembangkit listrik tenaga surya atap;
b. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sesuai dengan cakupan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai program kendaraan bermotor Listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan; 
c. KPR Hijau sesuai dengan cakupan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai bangunan gedung hijau; dan
d. Lainnya;
yang memenuhi aspek penilaian sebagaimana diatur dalam TKBI. 

2. Jenis Penggunaan
Bagian ini memuat informasi mengenai jenis tujuan penggunaan Kredit/pembiayaan yang mengacu pada Daftar Jenis Penggunaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

3. Rata-Rata Suku Bunga/Persentase Imbalan Satu Tahun Terakhir
Bagian ini memuat informasi mengenai Rata-Rata Suku Bunga/Persentase Imbalan Satu Tahun Terakhir.

4. Suku Bunga/Persentase Imbalan pada Bulan Lapor - Paling Tinggi
Bagian ini memuat informasi mengenai persentase suku bunga/imbalan efektif paling tinggi pada setiap periode laporan selama masa kontrak (dilaporkan sesuai besarnya realisasi imbalan yang diberikan pada bulan laporan). Untuk suku bunga/persentase imbalan yang berbeda-beda bagi satu rekening pada bulan pelaporan maka yang dilaporkan adalah suku bunga paling tinggi.

5. Suku Bunga/Persentase Imbalan pada Bulan Lapor - Paling Rendah
Bagian ini memuat informasi mengenai persentase suku bunga/imbalan efektif paling rendah pada setiap periode laporan selama masa kontrak (dilaporkan sesuai besarnya realisasi imbalan yang diberikan pada bulan laporan). Untuk suku bunga/persentase imbalan yang berbeda-beda bagi satu rekening pada bulan pelaporan maka yang dilaporkan adalah suku bunga paling rendah.

6. Plafon
Bagian ini memuat informasi mengenai nominal plafon efektif dari Kredit/pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah, dengan ketentuan: 
a. Untuk pembiayaan syariah dengan akad: 
i. jual beli, kolom ini diisi dengan harga jual (harga perolehan ditambah margin yang disepakati); 
ii. ijarah, kolom ini diisi dengan nilai kontrak; 
iii. multijasa, kolom ini diisi dengan harga jual (harga perolehan ditambah margin yang disepakati) atau diisi dengan nilai kontrak; 
iv. qardh, kolom ini diisi dengan nilai kontrak; dan 
v. bagi hasil, kolom ini diisi dengan nilai kontrak.
b. Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon menurun, kolom ini diisi dengan nominal plafon mengikuti penurunan plafon. 
c. Untuk beberapa fasilitas kredit atau pembiayaan yang plafonnya tergabung dalam satu plafon induk, bagian ini diisi dengan nominal plafon efektif per-fasilitas.
d. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan total plafon. Dalam hal tidak terdapat nilai plafon, dapat diisi dengan nilai “Baki Debet”.
e. Kredit Investasi yang penarikannya dilakukan secara bertahap, dilaporkan jumlah plafon yang telah ditetapkan untuk masing-masing tahapan secara kumulatif.
f. Dalam hal terjadi penarikan melampaui plafon pada tahapan yang bersangkutan, maka jumlah plafon yang dilaporkan pada tahapan tersebut adalah jumlah plafon secara kumulatif sampai dengan tahapan berikutnya sehingga saldo debetnya tidak terjadi cerukan.
g. Kredit dengan aksep dan atau surat berharga lainnya yang disertai NPA, plafon diisi dengan nilai nominal aksep dan/atau surat berharga yang bersangkutan.
h. Kredit dalam rangka anjak piutang, plafon diisi dengan nilai nominal surat berharga atau plafon kredit yang diambil alih.
i. Kredit kepada pegawai, plafon diisi sebesar baki debet terakhir
j. Kredit yang tanpa perjanjian, plafon diisi dengan angka 0.
k. Kredit yang Jatuh Tempo tetapi belum dilakukan perpanjangan kredit atau kredit yang Non-performing, plafon diisi sesuai dengan yang tercantum pada akad kredit yang terakhir.
Untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, nilai plafon setara dengan nilai kontrak yaitu nilai/nominal transaksi yang tercantum dalam kontrak antara bank dengan bank lain atau pihak ketiga bukan bank.

7. Baki Debet
Bagian ini memuat informasi mengenai nominal baki debet dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah, dengan ketentuan:
a. Tunggakan bunga dan denda tidak termasuk dalam bagian ini. 
b. Untuk pembiayaan syariah dengan akad:
i. jual beli, kolom ini diisi dengan nominal;
ii. ijarah, kolom ini diisi dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dikurangi CKPN ditambah tunggakan pokok atau diisi dengan “0” (nol) jika tidak terdapat tunggakan pokok;
iii. multijasa, kolom ini diisi dengan nominal atau diisi dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dikurangi CKPN ditambah tunggakan pokok;
iv. qardh, kolom ini diisi dengan jumlah bulan laporan; dan
v. bagi hasil, kolom ini diisi dengan jumlah bulan laporan.
c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, bagian ini diisi dengan total baki debet.

8. Jumlah NPL/NPF
Baki debet Non-Performing Loan/Non-Performing Financing sampai dengan posisi bulan lapor.

IV. Formulir Dokumen Pendukung Laporan Kredit/pembiayaan Berkelanjutan
Formulir ini berisi file dengan format pdf sebagai dokumen pendukung dalam hal diperlukan oleh Pelapor atau Otoritas Jasa Keuangan.



